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BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN 1.

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULL
NOMOR 67 TAMHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAMUN 291 §

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAFUAS MULL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

PUPATI KAPUAS HULU,

bahwa salah wsatu  upays untuk seenengieacian
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupsten Espuas
Hulu adalah dengan diletaphkannys lnddcstor Laeris
Utama (IKU) sebaga: dasar pengubkuran beferfussiee
pencapaan suatu lujuan dan SASATRN SErRiegs PRy

Lingkungan Pemenntah Kabupaten Kapuss Hube

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 wonang
Penetapan Undang Undang Darurat Nomsor ¥ Tafuam
1953 tentang Pembentukan Deerabh Tinghas I &
Kabmantan (Lembaran Negara Republik Indomrws
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang UmSiamg

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 wemeamg
Pemberantasan Tindak Pdana Korups (Lembeces
Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor &0
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesss
Nomor 1874), srbagaimana telah dubadh denges
Undang Undang Nomor 20 Tahunm 2001 semasng
Perubahan atas Undang Undang Nomsor 3! Tadae
1999 tentang Pemberantasan Tindak Mdana Korupes
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tabas 2001
Nomor |34, Tambahan Lembaran Negare Regedin
Indonesia Nomaor 4| 50),

3 Undang Undang Nomor 23 Tahum 2014 -t g

Pemenntahan Dasrah (Lembaran Negars Regesdan
Indonesia Tahun 2014 Newer 244, Tambalas
Lembaran Negara Republik Inderesta Nosncs K87
mmmmmmhm



Menetapkan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Teambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,

Peraturan Mentien Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2011 tentang FPetunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 - 2021,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2013 Nomor 303) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

a. IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran | peraturan ini,

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



Vil

b KU sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I peraturan ini,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu

4 Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

IKU digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu untuk

@ penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD),

b  penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

C penyusunan rencana strategis;

d penyusunan rencana kerja;

€. penyusunan perjanjian kinerja,

f. penyusunan laporan kinerja;

g. evaluasi kinerja SKPD; dan

h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan SKPD;
Pasal II

Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Diundangkan di Putussibau

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Oktober 2017

pada tanggal 23 Oktober 2017
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LAMPINAN 1)

PERATURAN MUPATI KAVUAS 1L L
NOMOIR n/ TAMUIN 20 )
FIENTANG

PR

AHAN  ATAS PERATUKAN HHIPATI NOMOR 25 TAHUN 2013

FENTANG PENETAPAN INIDHRATO KINERIA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMBERINTAH KARUPATEN KAPUAS HIULL

IN

IMEATOR KINERIA LITAMA ORGANISASI PERANGKAT DAKRAH
RANTTPATIEN KA'UAS HULU

A DINAS PEKERJIAAN LUIMUM HINA MAROA DAN SUMBER DAYA AIR

1

K

Nomor
1
1

Migan
Dinan Pekerjaan Umum, Wina Marga, dan Sumber Daya Air
mempunyal  tugas  membanta Bupati melaksanakan  Urusan

Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah bidang Pekerjaan
Umum Dan Penataan RKuang Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan,
Jana Konatruksi, dan [Diamase dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dacinh

Fungnsi

a  Perumusan kebiyakon i hdang pekerjaan umum dan Penataan
ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan
drainase,

b pelaksanaan kebyakan di bhidang pekerjaan umum dan Penataan
ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan
drainase,

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pek~rjaan umum dan Penataan ruang sub
urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;

d  pelaksanaan admimistras: dinas; dan

e pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinyan

Indikator Kinerja Utama

 Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama
2 3 B
Meningkatnya pemenuhan | persentase  panjang  jalan

kebutuhan infrastruktur jalan dan | dalam kondisi baik’
jembatan

Terpeliharanya  daerah  rawan | Persentase panjang penahan
longsor _ tebing
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[ 2 3

—— \ ST

Meningkatkan Persentase penduduk pengguna air
keberkanjutan dan bersih
ketersediaan air dan ' Persentase penduduk bersanitasi
| sanitasi untuk memenuhs layak ;
kebutuhan masyarakat l
"Meningkatkan kelayakan  Persentase perkembangan jalan I
akses jalan desa dan jalan | desa/jalan non status di Kabupaten :
lingkungan dan Kapuas Hulu t
profesionalism F
perencanaan pembangunan | \

C DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN
1 Tugas
Dinas Lingkungan Ihdup, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman mempunval tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

2. Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman;,

b. pelaksanaan kebijjakan di hingkungan hidup, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinva

3. Indikator Kinerja Utama
. Nomor SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
; |
1 2 ] 3 :
D Meningkatnya [ 1 | Ketersediaan perumahan layak huni |
| kualitas sarana dan | '
; prasarana ’
[ permukiman - 7‘1 _JL




Meningkatkan

kualitas Sumber

Dava Alam

dan

Lingkungan Hidup

Meningkatkan
kualitas Sumber

Dava Alam

dan

Lingkungan Hidup

Terwujudnya
implementasi
perencanaan
perlindungan
pengelolaan
Lingkungan
(LH)
Kabupaten

dan

Hidup
skala

3

Pe mngknt.an ‘kualitas perumahan

Peningkatan kualitas dan penyed:aan
| Prasarana dan Sarana Utiliti (PSU) |
| I erumahan
| Pe ‘rsentase pemugaran /pcrcmajga}i_
permukim  an kembali lingkungan
permukiman kumuh
Persentase  rumah layak  huni
terjangkau
Persentase penanganan sampah
'Iomp;t'f’_él?naangan Sampah (TPS)
per satuan penduduk
Perumusan status baku mutu air, |
udara dan tanah
Persentase peningkatan usaha/
kegiatan yang menggunakan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Persentase penanganan sampah
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) |
per satuan penduduk
Perumusan status baku mutu air,

l
1

] udara dan tanah

Persentase peningkatan usaha/

kegiatan yang menggunakan Instalas:

7‘ Pengolahan Air Limbah (IPAL) :

Terlaksananya pelayanan dokumen |
Lingkungan Hidup(LH) (Analisis
1‘ Mengenai Dampak Lingkungan, Upava
| Kelola Lingkungan, Upaya

Pemantauan Lingkungan, Dokumen |
| Pengelolaan Lingkungan Hidup, |
' Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, |
Surat Pernyataan Kesanggupan |
Pengelolaan dan Pemantauan {

Lingkungan, dan sejenisnya bagi dunia |
l_us.ah.c.l dalam rangka pelayanan publik ‘

Cakupan pengawasan pelaksanaan
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan

Persentase penegakkan hukum .
| lingkungan




DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tugas
Dinas Pendidikan dan kebudavaan mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan ' rusan Pemenntahan Bidang Pendidikan dan

Budang Kebudavaan .ang merad: kewenangar. Daerah dan Tugas
Pembantuan vang diber kan kepada Daerah

2 Fungwm
a Perumusan kebjakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b pelaksanaan kebjakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

C

pelaksanaan ~valuas: dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemenntahan d: bxdang pendidikan dan kebudavaan;
pelaksanaan administras: d:nas, dan

pelaksanaan fungs: lain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsirya

3 Indikator Kinena L‘*ama

~  Sasaran Strategis o Indikator Kinerja Utama
T 5 T 3 —
Meningkatnva Pemerataan _kngka Partisipasi Mumi
dan Kualitas Pendidikan - SD/MI
- SMP/MTs
Angka Partisipasi Kasar
- SD/MI
- SMP/MTs
Angka Putus Sekolah
SD/MI
- SMP/MTs

Rata - Rata Nilai UN dan UASB
- SD/MI
- SMP/MTs

Persentase guru sesuai kualifikasi
- SD/MI
- SMP/MTs

Rasio ruang kelas dibandingkan
jumlah siswa

- SD/MI

- SMP/MTs

' Rasio guru / murid
- SD/MI
- SMP/MTs




‘ 3
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI
SMP/, MTs
APK Pendidikan Anak Usia Dim
PAUD)

Terpeliharanya se: : Penyelenggaraan even seni dan

kebudavaan dae-a budaya daerah

E  DINA
I Tugas
Mnas Kesehatan mempunya) tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemenntahan hidang hesehatan yang menjad: kewenangan
[Daerah dan Tugas Pembantuan sang diberikan kepada Daerah.

2 Fu
a
b

C

Benda. situs dan kawasan cagar
budayva yvang dilestankan

S KESEHATAN

ngsi
Perumusan kebjjakan teknis di bidang Kesehatan;

pelaksanaan urusan pemenntahan di bidang Kesehatan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemenntahan d1 bidang Tenaga Kerja. Perindustrian. dan
Transmigras:,

pelaksanaan administras: Dinas;dan

pelaksanaan fungs: lain sang diserahkan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinra

3 Indikator Kinenja Utama

Nomor |  Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama
T 3
1 | Meningkatnya ' 1 Prevalensi kekurangan gizi
Kesehatan Masyarakat | (underweight) pada anak balita.
dan Gizi Masyarakat ' 2 Prevalensi stunting (pendek dan

l
|
\
1
|
i
|
l
|

|
|
I
il

sangatpendek pada anak dibawah
dua tahun (baduta).

i
i
\
\

3 Cakupan Ibu Hamil yang
‘ mendapatkan pelayanan
‘ antenatal sesuai standar.

|

4 Cakupan Ibu Bersalin yang
mendapatkan pelayvanan
persalinan sesuai standar.

J
]

|




N

B e ——

T Men i'ngkatri;-—a

| Pencegahan dan

pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak

' Menular

3
Cakupan Komplikas Kebidanarn
;qummu:\z

’nxupqn Kunj Jng;\" Bawn

Cakupan hay! ‘baru lahir vang

mendapatian pelavanan
kesehatan sesual standar
Cakupan ‘balita  vang
mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar
Cakupan anak uma pendidikan
dasar yang mendapatkan skrnning
kesehatan sesua) standar
Cakupan penduduk usaa 15 sd _
59 tahun yang mendapatkan
skrining kesehatan sesual
standar

" Cakupan penduduk usia 60 tahun

ke atas vyang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar

Cakupan Keluarga vang
Melaksanakan minimal S
Indikator Keluarga sehat

Cakupan penderita TB yang
mendapatkan pelayanan B
sesual standar.

Cakupan orang berisiko terinfeksi
HIV (ibu hamil, waria /
transgender, pengguna napza dan
warga binaan lembaga
pemasyarakatan) yang
mendapatkan pemeriksaan HI\
sesuai standar.

w!

Pencapaian Eliminasi Malaria dan
Filariasis

Persentase Kecamatan yang
mencapai 80% immunisasi dasar
lengkap pada bayi.

wl

Cakupan penderita hipertensi
yang mendapatkan pelayanan |
kesehatan sesuai standar.




l | o 2 N 1 = ol
, Cakupan penderita ~ Diabetes |
Melitus yang mendapatkan

pelayanan kesehatan SesUAl
standar |

7 (l;l;upéh‘()f;n_[r,_(ff—riéa; gangguar
iwa (ODGJ) berat yang |

mendapatkan pelayanan
kesehatan sesual standar. J
3 Meningkatnya | Jumlah Puskesmas yang |
Pemerataan dan Mutu Terakreditasi |
Pelavanan Kesehatar J  Persentase Rumah Sakit yang |
terakreditas. ]

7 9, Fasyankes dasar yang sesual

standar .
4 Meningkatnya "1 Persentase Keluarga  yang |
Perlindungan Finansial, menjadi Peserta JKN.

' Ketersediaan ' 2 Persentase Puskesmas yang

| Penyebaran dan Mutu Memiliki 6 (enam) Jenis Tenaga

i Obat serta Sumber Daya B Kesehatan. ]
| Kesehatan 3  RSUD Memiliki 7 (tujuh) Dokter

Spesialis Masing-Masing 4 (empat) |
dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) |
| dokter spesialis penunjang. ]
! . 4 Persentase Ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas w,

5 1 Meningkatnya ! | persentase pejabat struktural di
| Kompetens: Dan Kinenja lingkungan Dinas Kesehatan
| Aparatur Dinas Kapuas Hulu yang kompetensinya
J Kesehatan Kapuas Hulu sesuai persyaratan jabatan.

| 2 % SDM Kesehatan yang

! ditingkatkan kompetensinya

| 3 % Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Petugas Kesehatan

SN 'Te—

S W

6 Meningkatkan sistem 1  persentase Puskesmas yang
informasi kesehatan | melaporkan data kesehatan
Terintegrasi ‘ prioritas secara lengkap dan tepat

waktu

2 Persentase tersedianya jaringan
komunikasi data yang
diperuntukkan untuk akses
pelayanan
e-health sebesar 50%




F. SATUAN POLISI PAMONG PRA.J A
A. Tugas
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupat
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat vang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

B Fungs:

a. Perumusan kebiakan teknis di bidang ketenteraman umum dan
Ketertiban umum serta perindungan masyarakat;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman
umum dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang ketenteraman umum dan Ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat,

d. pelaksanaan administrasi Satuan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinva

C. Indikator Kinerna Utama

Nomor | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama _
1] 2 3
1 Meningkatnya suasana Prosentase Personil yang mengikut

| yang aman dan tertib dalam pelatihan Dalmas
‘ kehidupan bermasvarakat.

" bernegara dan kerukunan

kehidupan beragama

2 Berkurangnya konflik sosial | Jumlah pelanggaran Perda
dan gangguan ketentraman 2 Jumlah kegiatan Pengamanan

dan ketertiban di 3 Jumlah peserta penvuluhan kafe
masyarakat 4 Jumlah penyuluhan peserta

| sekolah
: 5 Prosentase Anggota Linmas aktf
| 6 Prosentase anggota Linmas yvang
- telah mengikuti pelatihan
3 Terwujudnya Pencegahan. Prosentase Daerah rawan bencana
Mitigasi dan Kesiapsiagaan vang terdeteksi
menghadapi bencana alam l Cz;kup&n pelayanan
penanggulangan bencana
kebakaran
| Cakupan pelayanan
penanggulangan bencana alam

— -

—1




VNAR SOSIAL, PFMRBE RIAYAAN I REMPUAN PERLINDUNGAN

\NAR PENGENDALIAN 1'l NDiUDIK DAN KELUARGA BERENCANA

' Tugas
Dinas Somal Pemberdasann 'erempuan dan Perlindungan Anak.
Pengendalian 'end duk dan keluarga Berencana mempunyai tugas
membantu Bupati melnksi nakan Urusan Pemerintahan bidang
Sonial Pemberdayaan Mrempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Pendudok dan Seluarga Berencana YAang menjadi
kewenangan Darral i1 tupas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah

2 Fungm

a Perumusan kebinakan
Perempuan dan Ferindunuean
dan Keluarga Berencana.

b pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana,

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemenntahan d hwdang Sosal, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendahan Penduduk dan Keluarga

Berencana,
d pelaksanaan adminmistrasi Dinas;dan
e pelaksanaan fungs: lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinva

3 Indikator Kinerja Utama

‘ehims di bidang Sosial, Pemberdayaan
Anak dan Pengendalian Penduduk

No | ‘Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

| e R 3

| | Meningkatnya Kualtas Persentase penanganan Penyandang
' hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
' Masalah Kesejahteraan ‘Jumlah penduduk miskin
' Sosial(PMKS) dengan Penanganan penyandang masalah

| peningkatan pelayanan dan | kesejahteraan sosial

| bantuan dasar kesejahteraan Penyandang cacat dan trauma yang
! sosial melalui peningkatan mendapat bantuan pembinaan
. pemberdayaan bimbingan
' bantuan jan jaminan

q‘—r\feningkatjcnn ' Persentase partisipasi perempuan di

. pemberdayaan perempuan lembaga pemerintah
' dan kesataraan gender




} " Meningham, 1}
Ya Perivng . P
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2

K ey

Perempuan ®ra Kesrtaraar | Portiapan Anghatan kevye pmressg.

Cender

Tenyelesaan pergaduan Pl b g
perempuan den anak den Undekes
ke anan

L3 -
4 Terselen P—— . :
n mh' n-. k 1 hﬂ. b“..- nm [
H\lll'- ana d.: " 1 o - .
rrhadap Jumiah Pesangan Usss Sgtr
keluarga sejahtern vang (F8)
| Optima)
Kasio akerpior Keluargs Berencans
(KW Baru

' Angka Kelahiran Total (Totwl Perdiay

 Rate /TPR)

| Prevalensi Keluargs Berencans (K
Akcraf
Famo petugas lapangan Keluargs
ferencana/ penyuluh Ketuargs
Aerencana (Prtugas Lapangan
heluarga Berencana Pengrmbangas
heprofesan Berkelanjutan @& srtuay
drsa  kelurahan

H DINAS TENAQA KERJA PERINDH STRIAN DAN TRANSMIGRAS)

! Tugas
Dwnas Tenaga Kena Perindustrian, dan Transmggras mempunia
tugas membantu Bupat: melaksanakan Urusan Pemermtahan tndang

Tenaga Kerja. bwdang Perindusiman. dan brdang Tranemigras vang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan vang ditwria-

kepada Daerah

2 Pungwm
a Perumusan krebuyakan teknis @ Iedang Tenage Keom

Perindustrian dan Transmigrasd,
b pelaksanaan urusan pemerintahan @ ndang Tenags ke
Penindustrian dan Tranamigrast

¢ pelaksansan evaluasi  dan pelaporan pelabnanasn  wrwean
pemerintahan 41 bwlang Tenags Kersa. Permndustrian e

Transmigrasi
d pelaksansan sdminis' ras dinas dan




3 Tersedhanva caon
Tansmugran vang s.ac
diberangikatkar ke

tempat tujuan

DINAS PERTANIAN DAN PAN

ALY

T Tugas

_'72k2 parusipas: angkatan kena
__ T &kat pansipas: angkartan kerja

T2~ kerma vang diterrpatkan

+7°¢.amatan dan periindungan tenaga

<o — -

“e-kembangan Indeks Kepuasan
rakat (i KMl

- Jumlah unit

- 'enaga kenja

- =1ilal investas;

<ontnbus sektor Industr terhadap
Pracduk Domesuk Regional Bruto
PUORB)

2xupan bina kelompok pengrajin

Fersentase Kerjasama antar daerah
Fawasan transmigrasi

Persentas pembinaan warga
transmigrasi

AN
\J'!..'

Dinas Pertanian dan Parngan mempunyai tugas membantyu Bupat
melaksanakan Urusan Pemenntahan bidang Pertanian dan Pangan

vang menjad: kewenangan

diberikan kepada Daerah

2 Fungm

Daerah dan tugas pembantuan yang

2 Perumusan kebijakan tekris ¢; bidang pertanian dan pangan;

b pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan
pangan.

¢ pelaksanaan evaluas: dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemenntahan d; bidang pertanian dan pangan;

d pelaksanaan adminisirasi Dinas; dan
e pelaksanaan fungs: lain vang diserahkan oleh Bupati sesuaj

dengan tugas dan fungsinya



~

3 Indikator Kinerja

1
1

N

l-“ﬂﬂ"la

! Nomor | &

S S‘g&rln Slr‘ﬂl(‘gm
2

Pemngkqtan produks;,
Produktivitas dan kualitas

Produk tanaman pangan

Meningkatnya Produksi
dan Produktivitas Hasil
Peternakan

Meningkatnya Produ ks
dan Produkuvitas
Kehuatanan/ Perkebunan

In_(_i_tkntor Kmenn Utama

: 3
Prmngka—t;;-broduuk:n tanaman
pangan

padi (kwt/ton)

Jagung (kwt/ton)

Kedelai (kwt/ton)

Kacang tanah (kwt/ton)

Kacang Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar
I'(-niné,_kmnn_prwodL]icnvltils tanaman
pangan Tanaman Pangan

padi (per ha)

Jjagung (per ha)

Kedela: (per ha)

Kacang tanah (per ha)

Kacang Hijau (per ha)

Ubi Kayu (per ha)

Ubi Jalar (per ha)

| takupan bina kelompok petan:

Peningkatan produksi peternakan
Sapi (ratus kilo)
Kambing (ratus kilo)
Babi (ratus kilo)

Peningkatan populasi ternak

a Ternak besar dan kecil
Sapi (ekor)
Kambing (ekor)

- Babai (ekor)

b Ternak unggas

Ayam Ras (ekor)
- Ayam pedaging(ekor)
- luk (ekor)
Produkm perkebunan
Kelapa sawit
Karet
Kakao
Kelapa
Lada
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- pangan dasrah

3
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Kelapa amns

Karet

Kakan

Kelapa

lain
Keteraediann pargen siama

brtwrmol imme proee gl dae: proses g
knpita

ol T *\‘. Hoc ok i'.‘tf'-“” ’""
Frrmmigarint dasrah roe e pa gar

J DINAS KEPENDUDUKRAN (AN PF Y ATATAN 81M)

I Tugas
Dwnas Kependuduban  dan

Fotie atmten  Bigal  messsngs shapas  Congien

membant, Bupatt melabsacaban Ursans Pemervdetas Sty

Admanistras hepwodudubhan

L Mencatetan Bapdl yadeg Ses gt

kewenangan Daerah dan Tugss Fembantuss yamg Ofeviies megete

Daerah

2 Pungw

a Perumusan heboakan

lekrus di Indarg P TR

kependudukan dan pencatatan sptl,
b pelaksanaan urusan pemenntahan d  iedearsg &OEDTEETES

kependudukan dan pencatstan sipil,

¢ pelaksanaan evaluas
pemermtahan d:  edang
pencatatan sp:

dar  pelaporan pelakssnass  orussT

simimistras kependucolms  GaT

d pelaksanaan admrustras dinas, dan
e pelaksanaan fungws lain yang diberikan oleh Bupat sceus Gengar

tugas dan fungwunya
3  Iindikator Kinerja Utama

T Basaran Strategs
n— 7- - .+—————»—-.—.—-- - J

T iamingiainya buaiias

i
1

' layanan administinsi
f kependudubkan

e ——

(KTH
f lumh‘\kw e Ak Nt
| kepemilikan akia kelnhras per (0N

- pendudak -
Cakupan Penectatan have Lot g




K DiNasg PEMRB

ERDAy :

Tugas AVAAN MASY 42 Ak 4t DA prea

D'n.. Mb'd.!l‘!" Mnl-vlt-m L R e et I

membanty Buu-'- elakasniaban Urgenn Pomprmesher bcad ool

"l'lhﬂhyun Masvarabmt Aps T eas VT At peaas t e
dan tugas perrbant o vaTIg Swripas kepadta “aerat

2 Pungsi
& Perumusan ketsinkar  ‘okie AN L B e R
masyaraka! dan deas
b pelaksanaan urosan pernssiaighat A Aafeng  paeisatenrens
masyaraka' dan fean
€ pelaksanaan cinlise  da  pelapersr  pelmramr e o s
pemerintahan d4) hviarg per herdaymne saeysraios: Gon foas
d pelaksanaan adem niarae [Hrae, Asn
e pelakaanaan fungs lain jang dissrabian eh Bopart s
dengan tugas dan funge s o
3 Indikator Kiners Utsmae
' Nomgt:: T Sasaran Stustegs : e
| s . :
I Meninghatnie Kapas tas T Prewniaen Gonn utg
Aparatur Pemerintad Dess [ L ar =
| e nrgge Gewk e
8 2 ‘:’Wm). pemberda san 'M m PR Y
 masyaraka! dan dess Masrersme ews vy
i MrrAs g parw e T eaTies af
| JYpuOumaffiy
3 | Meningkatnya jumiah Pals Tels jutal ereamyeo
- kelompok inasn Lembags Liriaar _rmoags
Pemberdayaan Masyaraks' Femibertarms Wassarumo:
i (LPM) - - JU'H B
4 Meningkatnya produktfitas Jorar Pestums
wanita dalam menunang hestwrorraes brusrge ™00
ekonomi keluargs guna sk
membangun keluarga varg
—— scjahtera 1
5 Meningkatnyas kemampuan Jumat Pomend. st
kader posyandu dalam
melayan masvarakal |
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L. DINAS RRHUBUMAN
1 Tu..
Cinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupat
laksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang
: Mhmw Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah

2 Pungs
a. Perumusan kebijakan tekn's di bidang Perhubungan;
b pelaksanaan urusan pemerntahan di bidang Perhubungan,
¢ pelaksanaan evaluas: dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemenintahan di bedang Perhubungan,
d. pelaksanaan administras Dinas, dan
e pelaksanaan fungs lain yang diserahkan oleh Bupeti sesual

dengan tugas dan fungunya

3 Indikator Kinena tama

Nomor|  Sesaran Strateps ~indikator Kinerja Utama
1| 2 ’ 3
I | Meningkatnya Pela;anan " Jumiah arus penumpang
| Transportas Deerah yang angkutan umum D
;An-n.uncu.dnn Kepemilikan KIR angkutan

1}Ter)nn‘nu ulus @ 00

Rambu-rambu
Persentase jumiah dermaga
penyeberangan = 000 |

Pereentase
nnﬂ_\_auﬂ Mg

-

——

M DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

1 Tugas
Dinas Komunikes:, I[nformatiks dan Statiatik mempunyai Tugas
membantu Bupsti melaksanakan Urusan Pemeriniahan Bidang
Komunikasi dan Informetika dan Bidang Satistik yang meryadi
kewenangan Deerah dan tugss pembantuan yang ditverikan kepmda

Daerah

2 Fungm
a perumusan kebyakan di bidang komunikast, iInkrmative. dan

statistk,
b pelaksanaan kebyskan di tadang komunikas, inkrmarka dan

statistik,



V———i“ ——

¢ pelaksan .
pe aan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan

pemenn !
. pelak tahan d: bidang komunikasi, informatika, dan statistik.
. Sanaan administrasi dinas, dan

e
pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinva

3 Indikator Kinerja Utama

: !fgrnor | Sasaran S_Lratcéu; "~ Indikator Kinerja Utama
1 | 2 7 o 3 o ‘
1 | Meningkatnya sistern Intensitas upgrade website Pemkab

I . . 2 4
komunikas:. informas: dan Kapuas Hulu per minggu
' media massa

Rata-rata publikasi kegiatan
Pemenintah Kabupaten

N DINAS KOPERASI, USAHA KECIlL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
I Tugas
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyal
tugas membantu Bupah melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan vang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah

2 Fungsi
a Perumusan kebijakan di bidang koperas: usaha kecil menengah

dan perdagangan.

b. pelaksanaan kebijakan 4, b:dang koperas: usaha kecil menengah
dan perdagangan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemenntahan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan
perdagangan,

d. pelaksanaan administrasi dinas, dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinva

3 Indikator Kinerja Utama

Nomor | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1 2 | 3
1 Meningkatnya Kualitas  Prosentase Koperasi aktif -
' Koperasi dan Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro Kecil T

dan Menengan (UKM)

'VPeraentaoc Usaha menengah




| Y
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Peningkawan periindongan
 konsumen dan pelasanar

w’d.mnn

() DINAS PENANAMAN MODAL DAR

1 Tugas
[(hnas Penanaman Maodal darn
mempunyal LEAas membantu

Pemenntakran Mdang Penanaman
kewenangan

Satu Pintu yang menja

yang diberkan kepada Daeral

2 Fungsi

a Perumusan kebyakan teknis di
pelayanan terpadu satu pintu,
b pelaksanaan urusan pemernt

_ _ . I
kontnbusi sektor Perdagangan
‘erhadap Produk Domestk Regional
Bruto (PORB)

‘rreentase pﬁxgguf‘min uji ukur
nnmbangan dan periengka-pannya
{UTTP) yang memenuhi ketentuan

-
~TA

——————

riila ekspor daerah

e

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bupau melaksanakan Urusan
Modal dan Pelayanan Terpadu
Daerah dan tugas pembantuan

bidang penanamarn modal dan

ntahan di bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu saru pintu,

¢ pelaksanaan evaluasl
pcmcnnuhan di
terpadu satu pintu.

d pelaksanaan administrasi

e pelaksanaan fungs:

dan
bidang penanaman

lain vang

pelaporan pelaksanaan urusan
modal dan pelayanan

Dinas, dan

diserahkan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinva

3 Indikator Kinerja Utama

Nomor | Sasaran Stratcg:s
¥l
1 2

| T Meningkatnya kualitas -

| pelayanan perzinan dan
| investas: di daerah
'!

|

Indikator Kinerja Utama
3

“Kenaikan / penurunan Nilai
Realisasi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN)
Sistem informasi Pelayanan
Perijinan dan adiministrasi w

. |
pemerintah
Rata-rata lama proses perijinan




|
| 2 = I S —
.' — S
Jumlah pelimpahan kewenangan
. perizinan pada Perizinan Terpadu
' Satu Pintu (PTSP)

| - ,
DINAS KEPEMUDAAN. OLAH RAGA DAN PARIWISATA

| Tugas
Dinas Kepemudaan Olahiraga dan Pariwisata mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olaliaga dan bidang Pariwisata yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah

2 Fungsi
a Perumusan kebyakan di bidang kepemudaan, olahraga dan

pariwisata,

b pelaksanaan kebyakan di bidang
panwisata,

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata,

d pelaksanaan administras dinas, dan

e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinva

kepemudaan, olahraga dan

pelaksanaan urusan

1 Indikator Kinerna Utama

| Indikator Kinerja Utama

Nomor " Sasaran Strategis
b T8 T 3
I Peningkatan pemuda | Prosentasi Jumlah pemuda
. berprestasi | berprestasi
" 2 | Peningkatan fungs d_ri_nt Presentase organisasi kepemudaan
peran organisasi vang memenuhi kualifikasi
kepemudaan ]
3 Peningkatan prasarana | Prosentase jumlah cabang olahraga
kepemudaan di Kapuas berprestasi
Hulu
4 Peningkatan Olahraga | Prosentase jumlah cabang olahraga
berprestasi | berprestasi
'8 Peningkatan Atlet ’_F'rosentasc jumlah Atlet berprestasi
- berprestasi
6 Pengembangan klub | Prosentase Kecamatan yang memiliki

olahraga vyang ada di | organisasi dan klub olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu




»~
I W— 5
7| Peningkat B
| Pramﬁlﬂn sarana dan Prosentase  sarana  prasarana
’ olahraga  d, olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu

*rl(_llj_umten Kapuan Huluy

vang memenuhi standarisasi

8 R e —— = — [ —— _ﬁ-—__.__—-i-i
gemngkatan kapasitas Prosentase jumlah
umber Daya Manusia infrastruktur/pelatih guna

(SDM) olahraga ds
Kabupaten Kapuas Hulu

9 Peningkatan
wisatawan nusantara
| Mmaupun manca negara

kunjungan Prosentsae

mengembangkan prestasi atlet
olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu
vang mempunyai kualifikasi '
jumlah kunjungan
nusantara maupun |

wisatawan
manca negara

10 Pembangunan objek daya Prosentase jumlah potensi wisata

tank wisata

| dan atraksi paniwisata
11 TPcningkatan peran

' masyarakat dan swasta
|

'dalam menjadi  pelaku
 industri panwisata di

_| Kabupaten Kapuas Hulu

unggulan dan
Kabupaten Kapuas Hulu pendukung pada daya tarik wisata

|
melalui tatakelola destinasi unggulan yang telah tertata

infrastruktur  dasar  dan |

serta  Prosentase jumlah industri/pelaku |

jasa pariwisata yang telah terdaftar
dan aktif i

(Q DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Tugas
Dinas Perp

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah

ustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu

an Bidang Perpustakaan

dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

2 Fungsi
a. Perumusan kebijakan

kearsipan,

teknis di bidang perpustakaan dan

b pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan

kearsipan,
c. pelaksanaan evaluas

dan pelaporan pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi [inas; dan

dengan tugas dan fungsinva

pelaksanaan fungsi lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai
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3 Indikator Kinena Utama

) ! ]
N¢ xlnol ’ Sasaran ‘f“\lr.‘ltr‘gm Indikator Kinerja Utama ,l
/ i > 3 | |
1 | Meningkatnva minat baca | Persentase kunjungan masyaraknat I
| masyarakat ke perpustakaan

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah J

Jumlah i)rngl-x_n_iung perpustakaan |
per Tahun )

" Persentase koleksi karya cetak dan

. harya rekam daerah

+ | : — S ——
2 | Meningkatnya ternb Persentase Penerapan pengelolaan
[ admimistras: dan arsip secara baku

;‘ pengelolaan arsip

- pemernintah daerah

| Pereeniase peningkatan Sumber

‘ | Daya Manusia (SDM) pengelola
 arsip

R DINAS PERIKANAN

1 Tugas
Dinas Perikanan mempunyvair tugas mempunyai tugas membantu

Bupat; melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan
Perikanan yang menjad) kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

vang diberikan kepada Daerah

2 Fungsi
a. Perumusan kebnakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan
Perikanan;

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan,

d pelaksanaan administras: Dinas; dan

pelaksanaan fungs: lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinva




T

3 Indikator Kinena Utama

N“Tm ‘ Sasaran Strategs Indikator Kinerja Utama l'

| Meningkatnya Peranan 'a Presentase PDRB Sektor |
Sektor Perikanan terhadar Perikanan Berdasarkan

pertumbuhan ekonom Lapangan Usaha (%) .

dac:ah !

b PAD Sektor Perikanan (_Rp) |

c mdﬁatm Masyarakat !

~ Penkanan B ____4'

Rata-rata Pendapatan Nelayan ‘

(rupiah /bulan) ]

Rata-rata Pendapatan

Pembudidaya ikan J

(rupiah/bulan) —
|

¥ R E— = .
2 Peningkatan SDM a Aparatur Perikanan (orang)

Perikanan

'L Masyarakat Perikanan

- Cakupan Bina Kelompok
Nelayan (KUB)
Cakupan Bina Kelompok 1
. __Pembudidaya Ikan (pokdakan)
a. Produksi Perikanan Tangkap |
- I|kan Konsumsi/ton
- lkan Hias (arwana, botia,
L Ringau)/ekor
b. Produksi Perikanan Budidaya
- lkan Konsumsi/ton
- lkan Hias (arwana, botia,
____Ringau)/ekor
| c. Produksi Benih BBI dan UPR
;_ - o /ekor
4 | Meningkatnya Kegiatan Jumlah Kerjasama Pelaku Usaha
' Promosi dan Kerjasama Ke masyarakat Perikanan yang

3 | Produkai Perikanan

' Pemasaran Hasil dapat difasilitasi
___,Penkanan _
5 Meningkatkan Konsums: Konsumsi [kan /Kapita

Terbentuknya Pengurus

-
(Kan /kapita __(%/tahun) |
Forikan di Kecamatan j




S INSPEKTORAT
I Tugas

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu
Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh
Perangkat Daerah.

2 Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

¢. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasar,;

€. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsilain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya

3. Indikator Kinerja Utama

Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama 7
] 2 & 3
1 Meningkatnya Persentase temuan hasil
Pengawasan dan pengawasan yang ditindak
Akuntabilitas lanjuti
l‘ Penyelenggaraan - BPK
| Pemerintahan yang Baik - Inspektorat
i dan Bersih Persentase kasus pengaduan di
| lingkungan pemerintah daerah

| yang ditangani
Prosentase Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
L | yang dilaksanakan.

T BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
I Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

: i aksanakan fungsi pPenunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan
Pengembangan yang meniadi kewenangan Daerah.



L)

Fungs,

A Penvusunan kebakan tekra
Penelitian dan Pengembangan

b pelaksanaan tugas dukungan teknis di brdang perencanaan sert
penehtan dan pengembangan

¢ Pemantauan  evaluas; dan  pelaporan pelaksanaan tugas
dukungnn teknis lidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan

d pembinaan tekms penvelenggaraan  fungsi-fungsi penunjang

Urusan Pemenntahan Dac rah sesuar dengan lingkup tugasnya,
dan ‘ '
¢ pelaksanaan fungs: lain ang diserahkan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinva

J Indikator Kinena Utama
Nomor | Sasaran Strategs 'IAHdi'ait_o_r__KiinEr_:_j_{l Utama
1 Y 2 ! o 3 -
1T Meningkatnya efektivitas | Nilas Akuntabilitas Kinerja BAPPED A
Pengelolaan Kinera
BAPPEDA B . o
2 1 Terwu_judn__vi perencanaan | Persentase penjabaran

pembangunan dacrah  program RPJMD terhadap RKPD

yang aspiratif, partisipatf ' [\,.,,J,:,E;I”E?ﬁ"og}lm dalam RKPD
dan efektf kedalam APBD
. Persentase Indikator Sasaran
f RPJMD yang mencapai target .
Tersedianya Dokumen Perencanaan
, Pembangunan Daerah -
Revisi RPIMD yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah o
RKPD ditetapkan dengan Peraturan

L _, Bupati
I 'T'é_rpenuﬂnyn kebutuhan  Persentase implementasi hasi]
| data statistik untuk ' penelitian dan pengembangan
penvusunan dokumen
. perencanaan

' BADAN KEUANGAN DAERAH

Tugas

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan fungsy, Penunjang Urusan Pemerintahan bidang
Keuangan yYang men;ad, kewenangan daerah
Fungmi

a Penyusunan kebyakan tekniy d; bidang Keuangan;

di bidang perencanaan serta



b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan;

€. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang Keuangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

¢. Pelaksanaan fungsi lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fy ngsinya

3. Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis -T[' Indikator Kinerja Utama
N > £ e 3 i
| 1 ﬂ_Meningkat.nya “kualitas | Penerbitan Laporan Keuangan ,’
pengelolaan keuangan dan | Pemerintah Daerah (LKPD) tepat "'
aset daerah | waktu 1I
r 2 Meningkatnya kualitas | Penerbitan  Laporan  Keuangan |
penyusunan laporan | Pemerintah Daerah (LKPD) tepat

keuangan dan aset daerah waktu
LPcrscntasc peningkatan PAD |
Persentase belanja pegawai terhadap ,‘
total helanja |
‘Persentase Pendapatan Asli Daerah |
(PAD) terhadap total pendapatan /
Persentase belanja modal terhadap?
| total belanja |
i‘ [ Persentase ketergantungan dana
transfer terhadap Anggaran
. Pendapatan dan Belanja Daerah
i ) | (APBD) Kabupaten Kapuas Huly
3 Terwujudnya penyusunan Tingkat ketepatan wakty penetapan |
| dan penyampaian dokumen Anggaran Pendapatan dan Bel&u-:ja|
| Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD)
" Belanja Daerah (APBD) tepat Tingkat ketepatan wakty penetapan
| waktu Surat  Perintah Pencairan Dang
(SP2D)
Presentase Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang laporan
keuangannya tepat  wakty dan
berbasis System Application ang
pelaksana Anggaran | Product In Data Processing (SAP)
Pendapatan dan Belanja Penyusunan laporan keuangan
 Daerah (APBD) tepat wakty Pemerintah Kabupaten tepat wakty
dan‘ sesuaij System | dan Sesuai System Application andg
Application and Prodyct In | Product In Data Processing (SAP) .

Data Proceaaing (SAP)
“_——-—*____~/_A —— — — .-\—‘_______-_—___ __..:
/

4 | Terwujudnya penyampaian
| laporan keuangan  dan
} penyampaian laporan
| pertanggungjawaban

—d




N I 3
l»F‘cn ampai rtan I
e yk paian  pe ggungjawaban'
1 pelaksanaan Anggaran Pendapatan
u dar:( Belanja Daerah (APBD) tepat

5 | Meningka e

| penatag:sataz:n pelayanan  Presentase realisasi penerbitan Surai
keuangan | Perintah Pencairan Dana (SP2D) |

tepat waktu I Pre -
resentase penyelesaian (advis SPﬁ
_pengeluaran) |
e Presentase otoritas penyelesai |
== ‘ I penyelesaian STS
| Terwujudnya kualitas | Presentase  peningkatan displin |
.l pelayanan administrasi, | pegawai
| *I kepegawaian, keuangan dan | Tingkat ketepatan waktu dalam
| perencanaan mcnyusun dokumen perencanaan
' | Tingkat ketepatan waktu
| o - | penyampaian laporan keuangan

V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA
1. Tugas

Badan Kepegawaia
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi

penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

a. Penyusunan kebijakan teknis di
pendidikan dan pelatihan;

b. pelaksanaan dukungan teknis di
pendidikan dan pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangarn,

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan
e. pelaksanaarn fungsi lain yang dise
dengan tugas dan fungsinya.

bidang kepegawaian serta

bidang kepcgawa_ian serta

rahkan oleh Bupati sesuai




-

U Indikator Kineja Hiayia

MNestnn

f ,

|
|
i
[
|
\
/
J [
|
| 3
|
A
%
t 0O
| |

Nasaran Nhaligs
A
Peninghatan hoinpetenal
aiimbe) daya manuslia
Pegawal Negeri Hipil

Meninghatinya kualitas
pelayanan adiminialiansl
hepegawaian

Penyediann data dan
informanl kepegawnalan
yang akurat dan
nintemalin
Meninghkaltnyn
alcuntabilitas kinerjn
Hatuan Kerpn Pecangghont
Daerah (GKI'1)

Penempatan dalam
jnbatan sesual standar
kompetens
Meningkatnya disiplin
Pegawal Negeri Sipil (PNS)

Meningkatnya pemenuhan
hak-hak kepegawainn
Pegawai Negeri Sipil

fndikator Kinerja Ulama
3
esefilase egawal yaiig memilliki
sertifilkal pendidilan dan pelatihan
‘ peninghkatan kompetens
Kompetens) Manajenal
Kompetensl Teknis
[hesentase formasi pegawal tUgas
lelajar yang lers) sesual dengan
kebutuhan
| esanitase adminisiras
kepegawialan yang diselesaikarn

lepal
Persentase kenalkan panghkat

pegawal tepal wakti
Persentase pensiun pegawal
lepat wakiu

I'resentase Pegawal Negen Sipil

| (IPNS) yang datanya akurat dalam
wistern informasi kepegawalan

[ersentase temuan pc-ng,r-lolnan
keuangan Satuan Kerja Peranghkat
Daerah (SKPD) oleh

117K /Inapektoral yang ditindak
lanjutl

I'resentase tertib administrasi
harang/aset daerah

P’resentase Jal)nmn yang di isi
sesuai dengan kompetensi
Persentase pfnnrl_ﬁr-mn terhadap
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS)

Persentase pegawal yang terpen uhi |
hak-hak kepegawaiannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku




»>~
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W SEKRETARIAT DAFRAM
1 Tugas
Sekretanat Daerah mempurin tugee dan heemitmey merehee o
Bupat dalam pervusurar  kebgaken  dun  pesgeordeasan
adrumetratsl terhadap pelaksanaan tuges perasghst Sseead e
pelavanan admi~istrar !

2 Pungm

a Pengloordmasan periyusunan kebijakan Dasrab.

b penghoordinasian pelaksanann tuges sstush eojs  peesigines
daerah,

¢ pemantauan dan evaluasi pelakaanasn (LT ERE ol

d pelayanan adminmtratil dan pembdnasn spmratyr el Sdgpass
pada matanm daerah dan

e pelaksanaan fungs lain vang diaerahkan oleh Bupadi st

dengan tugas pokoh dan fungsinye

31 Indikator Kinenya Utama

1 P | B
) " Menmngkatkan " Frosentase implementas Susnder
akuntabiitas dan Pelayanan Minimal S
Cansparans: Optimalisas: Lernbage FeasvereT
penyelenggasan Pubilik
pemenntahar Standar Pelayanan Publi ==
Indeks Kepuasar Masverms
(TKM) -
Persentase Tindakiasput Persturas
Bu
“Persentase Tindak lanyut
keputusan Bupat
o '”2__-. —_w——m trrya suasansa wa‘_.”-m".__. M
yang aman dan tertib (embaga Swadava Mamsrais’
dalam kehud pan (LAM), Organisast Mascarake!

bermasyaraka brrnegars | (Ormas) dan Organ e
dan kerukunan kehidupan Aemasyarakatan Pemude L™
. beragama Kegiatan pembinaas podnik daew®

| L - p—
3 E‘Wy. pengelolaan T Luas lahan heresrtafiia)

dan pengamana Penyeionaian Rasus Tnnab Nege e
‘ i




X MMAf DEWAN PESWAL! AN BAKYAT DAEPASM (109l

Seicvtanat DPFD mempunia ugne menyslenggnrmins oo s [
rgricetaratan adec aieae Ll e gl g PP - ‘ :

tugns dan fungm PR serts menvediskan dan mengtardinms e
tenaga ahl vang d'periukan vieh DPRD sesusl dengan hebartuas

2 Pungm

a Penyelenggaraan adminisiins kesskretariatan den P e A
keuangan DPRD

b penyelenggaraan rapat rapa! DPRD,

c mmmnw.n.mmmmw*‘
DPRD,

d pengawasan dan pengendalian terhadap M gt
vang berkastan dengan budang tugasnys,

¢ penyampasmn laporan yang berkattan dengan budarng o
secara perodia, dan

diserahkan oleh Bupss mesc

{ pelaksanaarn fungs lan yang
dengan tugas pokok dan fungsinya

31 indikator Kinerja Utama

T indikator Kinerye Utmmne

Nomor Sasaran Strategs b,
1 2 3
I Memmgkatnya kuaistas  Persentase raperda yang

layanan kepada iepsiatil  ditetapkan menjad: perds
Persentase Keputusan Dewsas
Perwakilan Rakyat Daerak [DFF¥D
yang ditindakianjut ——

PUPATI KAFUAS MULL
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